KOMENTAR UMUM NO. 2  

TINDAKAN-TINDAKAN BANTUAN TEKNIS INTERNASIONAL 

Komite Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya PBB

HRI/GEN/1/Rev. 1 at 45 (1994)
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1. Pasal 22 Kovenan menyediakan mekanisme dimana Majelis Ekonomi dan Sosial dapat membawa segala masalah yang timbul dari laporan-laporan yang ada berdasarkan Kovenan kepada badan-badan PBB yang relevan, “dimana dapat membantu badan-badan tersebut dalam memutuskan, sesuai bidang kompetensinya, sebagai sarana dari ukuran-ukuran internasional untuk membantu pelaksanaan yang progresif dari Kovenan”.  Meskipun tanggungjawab umum berdasarkan pasal 22 ada pada Majelis Ekonomi dan Sosial, sangat wajar jika Komite Sosial, Ekonomi, dan Budaya untuk memainkan peranan aktif dalam memberikan saran dan bantuan kepada Majelis Ekonomi dan Sosial.

2. Rekomendasi sesuai pasal 22 dapat dibuat untuk tiap-tiap “organ PBB, organ tambahan dan organ khusus yang berhubungan dengan penyediaan bantuan teknis”.  Komite menyadari bahwa ketentuan ini harus dipahami seragam termasuk oleh semua organ PBB dan badan-badan yang terlibat dalam setiap aspek kerjasama pembangunan internasional.  Rekomendasi sesuai pasal 22  juga dianggap tepat untuk ditujukan antara lain kepada Sekretaris Jendral, organ tambahan seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pembangunan Sosial, dan Komisi Status Perempuan, badan lain seperti UNDP, UNICEF, dan CDP,  lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, IMF, dan setiap organ khusus seperti ILO, FAO, UNESCO, WHO

3. Pasal 22 bisa mengarah pada rekomendasi mengenai kebijakan umum atau pada rekomendasi yang berfokus pada situasi tertentu.  Dalam konteks yang pertama, peranan utama Komite adalah untuk meningkatkan perhatian yang lebih besar untuk usaha-usaha promosi hak ekonomi, sosial dan budaya, melalui kerangka kerja kegiatan kerjasama pembangunan internasional yang dilakukan oleh, atau dengan bantuan, PBB dan organ-organnya.  Dalam hal ini Komite mencatat bahwa Komisi Hak Asasi Manusia dan resolusinya 1989/13 tertanggal 2 maret 1989, mengundang Komite “untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis yang akan digunakan oleh berbagai organ PBB dalam bidang pembangunan sehingga tercipta kerangka langkah-langkah yang terintegrasi untuk mempromosikan penghargaan hak ekonomi, sosial dan budaya dalam kegiatan-kegiatannya”.

4. Sebagai pembahasan praktis pendahuluan,  Komite mencatat bahwa segala usaha akan diberi bantuan, dan badan-badan yang relevan akan diberi informasi, jika mereka memiliki perhatian yang besar terhadap kerja Komite.  Meskipun mengakui bahwa perhatian tersebut dapat terlihat dalam berbagai hal, Komite mengamati bahwa kehadiran badan PBB yang representatif dalam empat sesi pertamanya, kecuali ILO, UNESCO, dan WHO, sangat rendah.  Bersamaan dengan itu, bahan-bahan yang relevan dan informasi tertulis hanya diterima dari beberapa badan khusus saja.  Komite menyadari bahwa pemahaman yang mendalam akan pentingnya hak ekonomi, sosial dan budaya dalam konteks kerjasama internasional dapat difasilitasi melalui interaksi yang besar antara Komite dan badan khusus yang sesuai.  Setidaknya,  hari diskusi umum mengenai masalah khusus, dimana Komite melaksanakan pada tiap sesinya, memberikan konteks yang ideal dimana perbedaan pandangan yang secara potensial bisa produktif dapat berlangsung.

5. Dalam masalah yang lebih luas mengenai promosi penghormatan Hak Asasi Manusia dalam konteks aktivitas pembangunan, Komite sejauh ini hanya melihat sedikit bukti dari upaya yang dilakukan oleh organ-organ PBB.  Komite menyambut baik inisiatif yang diambil bersama-sama oleh Pusat Hak Asasi Manusia dan UNDP dalam memonya kepada Perwakilan PBB dan pejabat lainya sesuai bidangnya, untuk meminta “saran dan nasehat, khususnyasehubungan dengan kemungkinan bentuk kerja sama dalam proyek [nama proyek] yang sedang berlangsung  yang mempunyai dimensi Hak Asasi Manusia atau dalam saran dan bentuk lain sebagai respon pada keinginan pemerintah tertentu”, Komite juga diberitahukan mengenai usaha jangka panjang yang dilakukan oleh ILO, untuk  mengkaitkan antara standar Hak Asasi Manusia dan internasional tenaga kerja pada aktivitas kerjasama teknisnya.

6. Sehubungan dengan aktivitas tersebut, terdapat dua prinsip umum yang penting. Pertama adalah bahwa dua bentuk Hak Asasi Manusia adalah tidak bisa dipisahkan dan saling tergantung. Ini berarti usaha untuk mempromosikan satu set hak asasi juga harus memperhatikan hak yang lainnya. Badan PBB yang terlibat dalam promosi hak ekonomi, sosial dan budaya harus melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan mereka telah sesuai dengan konsisten dan pemenuhan hak sipil dan politik. Dengan istilah negatif hal ini berarti  bahwa badan internasional harus menghindari proyek dimana,  sebagai contoh, menggunakan pekerja paksa yang bertentangan dengan standar internasional, atau melakukan diskriminasi terhadap individu dan kelompok yang bertentangan dengan Kovenan, atau berkaitan dengan pemindahan orang-orang dalam skala yang luas tanpa adanya ketentuan yang memadai mengenai kompensasi dan perlindungan. Dalam istilah yang positif,  ini berarti bahwa, jika dimungkinkan, mungkin badan khusus harus bertindak sebagai pendukung dari proyek-proyek atau pendekatan-pendekatan, yang memberikan kontribusi tidak hanya terhadap pertumbuhan ekonomi atau tujuan lainya yang lebih luas, juga memperluas pemenuhan keseluruhan hak asasi manusia.

7. Prinsip kedua adalah bahwa aktivitas kerjasama pembangunan tidak secara langsung berperan dalam promosi hak ekonomi, sosial dan budaya.   Setiap kegiatan yang dilakukan atas nama “pembangunan” telah dianggap sebagai salah rancangan dan bahkan kontra produktif dalam kerangka Hak Asasi Manusia.  Guna mengurangi problem yang seperti ini, masalah-masalah yang dibahas dalam Kovenan harus, jika memungkinkan dan sesuai, diberikan pertimbangan yang khusus dan hati-hati.

8. Meskipun terdapat arti penting dalam pengintegrasian titik fokus Hak Asasi Manusia dalam kegiatan pembangunan, benarlah bahwa usulan-usulan integrasi tersebut dapat dengan mudah bertahan pada level umum.  Sehingga, dalam rangka mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip yang ada pada pasal 22 Kovenan, Komite berharap untuk memberi perhatian pada tindakan-tindakan berikut ini dimana bisa menjadi bahan pertimbangan oleh badan khusus yang relevan :

a. Sebagai permasalahan yang prinsipil, organ PBB dan badan-badan PBB harus secara khusus mengakui hubungan erat yang harus dibentuk antara aktivitas pembangunan dan usaha untuk mempromosikan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia secara umum dan hak ekonomi, sosial, serta budaya khususnya.  Komite mencatat dalam hal ini kegagalan ketiga Strategi Dekade Pembangunan PBB yang pertama dalam mengakui hubungan tersebut dan mendesak agar strategi keempat, yang akan diadopsi pada tahun 1990, untuk meralat kesalahan tersebut.

b. Badan khusus PBB harus memberikan pertimbangan pada usulan, yang dibuat Sekretaris Jendral pada laporan tahun 1979
, bahwa “pernyataan dampak terhadap Hak Asasi Manusia” harus menjadi prasyarat yang disiapkan dalam hubungan dengan semua aktivitas penting kerjasama pembangunan.

c. Pelatihan atau penjelasan yang diberikan pada personel proyek dan personel lainnya dari Badan khusus PBB harus mencakup komponen yang berhubungan dengan standar dan prinsip Hak Asasi Manusia.

d. Tiap usaha harus dilakukan,  pada tiap fase proyek pembangunan, untuk menjamin bahwa hak yang ada di Kovenan benar-benar diperhatikan. Hal ini juga akan berlaku, sebagai contoh, dalam pemetaan awal kebutuhan prioritas tiap Negara tertentu, dalam identifikasi proyek tertentu, dalam perencanaan proyek, dalam pelaksanaan proyek, dan pada evaluasi final.

9. Masalah yang telah menjadi perhatian khusus Komite dalam kajian laporan Negara adalah dampak merugikan dari beban utang dan tindakan-tindakan penyesuaian lain dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya pada banyak Negara.  Komite mengakui bahwa program-program penyesuaian akan seringkali tidak dapat dihindarkan dan hal ini akan seringkali berkaitan dengan banyak penghematan.  Dalam kondisi tersebut, bagaimanapun juga, usaha-usaha untuk melindungi hak ekonomi,  sosial dan budaya yang paling dasar semakin penting.  Negara penandatangan Kovenan, juga badan PBB yang relevan harus melakukan suatu usaha tertentu untuk menjamin bahwa perlindungan secara maksimun dapat dimungkinkan, berada dalam kebijakan dan program yang dirancang untuk melaksanakan penyesuaian.  Pendekatan tersebut, yang seringkali dinyatakan sebagai “penyesuaian dengan wajah kemanusiaan” atau sebagai promosi “pembangunan berdimensi kemanusiaan” mengharuskan bahwa tujuan dari perlindungan Hak Asasi Manusia masyarakat miskin dan rentan harus menjadi tujuan utama dari penyesuaian ekonomi.  Bersamaan dengan itu, tindakan  internasional untuk menangani krisis utang harus memperhatikan kebutuhan perlindungan hak ekonomi, sosial dan  budaya melalui, antara lain, kerjasama internasional.  Dalam banyak situasi,  hal ini mungkin mengacu pada kebutuhan prakarsa-prakarsa penting untuk pemulihan utang.

10. Akhirnya, Komite berharap untuk menarik perhatian pada kesempatan penting yang diberikan pada Negara penandatangan, sesuai pasal 22 Kovenan, untuk mengidentifikasi dalam laporannya segala kebutuhan tertentu yang mungkin mereka miliki dalam hal bantuan teknis atau kerjasama pembangunan.

( Termuat dalam dokumen E/1990/23


� “Dimensi internasional hak atas pembangunan sebagai suatu hak asasi manusia dalam kaitannya dengan hak asasi lainnya didasarkan pada kerjasama internasional, termasuk hak atas perdamaian, dengan mempertimbangkan prasyarat dari tata ekonomi internasional yang baru serta kebutuhan fundamental manusia” (E/CN.4/1334, paragraf 314).
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